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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

Sebagai titik tolak landasan berfikir dalam menyoroti dan memecahkan 

permasalahan perlu adanya pedoman teoritis yang dapat membantu. Untuk itu 

perlu disusun konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian. 

Berdasarkan rumusan diatas, maka peneliti akan mengemukakan teori, 

pendapat, gagasan, konsep yang akan dijadikan titik tolak landasan berfikir dalam 

penelitian ini. 

 

2.1.1. Pengertian Peranan 

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, peranan adalah sesuatu yang 

menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal 

atau peristiwa. 

Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu 

pengantar (2012:212), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis 

kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai 

dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara 

kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya 

tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan 

sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. 

Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap 

orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola 
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pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa 

yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan kesempatan apa yang 

diberikan oleh masyarakat kepadanya. 

Peranan adalah suatu rangkaian prilaku yang teratur, yang ditimbulkan 

karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah 

dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana 

peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia 

bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan 

untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing 

akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus 

dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan Miftah Thoha (2012:10). 

Menurut David Berry (2003:105), mendefenisikan peranan sebagai 

harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan 

social tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbangan dari norma- 

norma social dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan 

oleh norma norma didalam masyarakat. Dalam peranan itu terdapat dua harapan 

yaitu harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau 

terhadap orang yang menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. 

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peran adalah prilaku yang 

ditunjukkan oleh seseorang karena kewajibannya dari jabatan atau pekerjaannya. 

Menurut Veitzal Rivai (2004: 148), peranan diartikan sebagai perilaku yang 

diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Selanjutnya menurut Ali 

(2000: 148) peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang 
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pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Secara ringkas 

dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam suatu hierarki 

organisasi, semakin sedikit keterampilan teknis yang diperlukan. Sebaliknya, 

semkin rendah kedudukan seseorang dalam suatu hierarki organisasi, semakin 

penting keterampilan teknis yang diperlukan, Siswanto (2012:21). 

 

2.1.2. Peranan Kepala Desa 

Kepala Desa adalah kepala organisasi pemerintahan desa yang 

berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas. Tanggung 

jawab meliputi urusan tugas pekerjaan yang terpisah dan terbagi kepada pejabat 

instansi pemerintah berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi, sedangkan 

di desa tanggung jawab urusan tugas tepusat pada kepala desa. Tanggung jawab 

urusan pekerjaan itu dapat dilaksanakan sendiri oleh kepala desa atau melalui 

orang lain. 

“Menurut Widjajah (2008:27) kepala desa yaitu penguasa tertinggi di desa 

dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu 

berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya”. 

 

2.2. Pengertian Pembangunan 

Terdapat banyak aspek dan masalah yang diketahui termasuk ke dalam 

pembangunan, sehingga pembangunan tidak dapat dilihat dari satu sudut 

pandang. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mendefinisikan pembangunan, 

terutama bukan karena orang tidak faham yang dimaksud dengan pembangunan 
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itu, tapi justru karena ruang lingkup pembangunan tersebut begitu banyak, 

sehingga hampir tidak mungkin untuk menyatukan semuanya menjadi suatu 

bentuk rumusan sederhana sebagai suatu definisi yang komplit. 

Menurut Soetomo, pembangunan sebagai proses perubahan dapat dipahami 

dan dijelaskan dengan cara yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam 

hal sumber atau faktor yang mendorong perubahan tadi, misalnya yang 

ditempatkan dalam posisi lebih dominan, sumber perubahan internal atau 

eksternal. Disamping itu, sebagai proses perubahan juga dapat dilihat dari 

intensitas atau fundamental tidaknya perubahan yang diharapkan, melalui 

transformasi struktural ataukah tidak. Sebagai proses mobilisasi sumberdaya juga 

dapat dilihat pandangan dan penjelasan yang berbeda, misalnya pihak yang diberi 

kewenangan dalam pengelolaannya diantara tiga stakeholders pembangunan, 

yaitu negara, masyarakat, dan swasta. Perbedaan pandangan juga menyangkut 

level pengelolaan sumber daya tersebut, tingkat lokal, regional, atau nasional. 

Adapun pendapat lain tentang pembangunan dikemukakan oleh Rogers 

(2012), yakni sebagai proses yang terjadi pada level atau tingkatan sistem sosial, 

sedangkan modernisasi menunjuk pada proses yang terjadi pada level individu. 

Yang paling sering, kalaupun kedua pengertian istilah tersebut dibedakan, maka 

pembangunan dimaksudkan yang terjadi pada bidang ekonomi, atau lebih 

mencakup seluruh proses analog dan seiring dengan itu, dalam masyarakat 

secara keseluruhan. Sebagai suatu istilah teknis, pembangunan berarti 

membangkitkan masyarakat di negara-negara sedang berkembang dari keadaan 

kemiskinan, tingkat melek huruf (literacy rate) yang rendah, pengangguran, dan 
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ketidakadilan sosial. 

 

2.2.1. Ciri – Ciri Pembangunan 

Pada dasarnya, ciri-ciri pembangunan itu dapat dilihat dari pengertian 

pembangunan itu sendiri. Ciri-ciri pembangunan yang dikemukakan disini adalah 

berdasarkan tujuh ide pokok yang muncul dari definisi pembangunan yang 

diberikan oleh Sondang P. Siagian(2014), yaitu : 

1. Pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan 

merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara 

berkelanjutan dan terdiri dari tahap- tahap yang disatu pihak 

independen akan tetapi dipihak lain merupakan “bagian” dari 

sesuatu yang bersifat tanpa akhir (never ending). Banyak cara yang 

dapat digunakan untuk menentukan pentahapan tersebut, seperti 

berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan 

akan diperoleh. 

2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan 

sebagai sesuatu untuk dilaksanakan. Dengan perkataan lain, jika 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terdapat 

kegiatan yang kelihatannya seperti pembangunan, akan tetapi tidak 

ditetapkan secara sadar dan hanya terjadi secara sporadis atau 

insidental, maka kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai 

pembangunan. 

3. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka 
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panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Seperti dimaklumi, 

merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-

hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu di masa depan. 

Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. 

Pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan suatu negara bangsa 

untuk berkembang dan tidak sekedar mampu mempertahankan kemerdekaan, 

kedaulatan, dan eksistensinya. Perubahan mengandung makna bahwa suatu negara 

bangsa harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi 

yang berbeda dari jangka waktu tertentu ke jangka waktu yang lain, terlepas 

apakah situasi yang berbeda itu dapat diprediksikan sebelumnya atau tidak. 

Dengan perkatan lain, suatu negara bangsa yang sedang membangun tidak akan 

puas jika hanya mampu mempertahankan status quo yang ada. 

Pembangunan mengarah pada moderntias. Modernitas di sini diartikan 

antara lain sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik daripada sebelumnya, cara 

berpikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel. 

Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan 

perdefinisi bersifat multidimensional, artinya modernitas tersebut mencakup 

seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi bidang politik, 

ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. 

 Semua hal yang telah disinggung di atas ditujukan kepada usaha pembinaan 

bangsa, sehingga negara bangsa yang bersangkutan semakin kokoh fondasinya 

dan semakin mantap keberadaannya. 
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2.2.2. Pembangunan Desa 

Ketentuan umum UU Desa mendefinisikan Pembangunan Desa adalah 

upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar- besarnya 

kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan tujuan pembangunan Desa dinyatakan 

di dalam pasal 78 ayat (1), yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa 

dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan 

kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi 

ekonomi lokal serta pemanfaatn sumber daya alam dan lingkungan secara 

berkelanjutan. 

Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-

sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan 

pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat 

dalam usaha menaikan taraf hidup dan kesejahteraannya. 

Pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara 

pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan 

prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan 

masyarakat itu sendiri. 

Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan 

masyarakat yang dipadukan dengan partisipasi masyarakat. Perpaduan tersebut 

menentukan keberhasilan pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Solekhan 

mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara 

kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu 

pihak.  
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Pembangunan desa dapat dilihat dari berbagai segi yaitu sebagai suatu 

proses, dengan suatu metode sebagai suatu program dan suatu gerakan, 

sebagaimana pendapat pakar berikut ini : 

1. Sebagai suatu proses adalah memperhatikan jalannya proses 

perubahan yang berlangsung dari cara hidup yang lebih maju/modern. 

Sebagai suatu proses, maka pembangunan desa lebih menekankan 

pada aspek perubahan, baik yang menyangkut segi sosial, maupun 

dari segi psikologis. Hal ini akan terlihat pada perkembangan 

masyarakat dari suatu tingkat kehidupan tertentu ketingkat kehidupan 

yang lebih tinggi, dengan memperhatikan di dalamnya masalah 

perubahan sikap, serta perubahan lainnya yang apabila diprogramkan 

secara sistematis akan usaha penelitiandan pendidikan yang sangat 

baik. 

2. Sebagai suatu metode, yaitu suatu metode yang mengusahakan agar 

rakyat mempunyai kemampuan yang mereka miliki. Pembangunan 

desa juga merupakan metode untuk mencapai pemerataan 

pembangunan desa dan hasil-hasilnya dalam rangka mewujudkan 

masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945. 

3. Sebagai suatu program adalah berusaha meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahteran masyarakat pedesaan baik lahir maupun bathin dengan 

perhatian ditujuka pada kegaiatan pada bidang-bidang tertentu seperti 

pendidikan, kesehatan, pertanian, industri rumah tangga, koperasi, 
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perbaikan kampung halaman dan lain-lain. 

4. Sebagai suatu gerakan karena pada hakekatnya semua gerakan atau 

usaha kegiatan pembangunan diarahkan ke desa-desa. Sebagai suatu 

gerakan dimana pembangunan desa mengusahakan mewujudkan 

masyarakat sesuai dengan cita-cita Nasional Bangsa Indonesia yaitu 

mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945. 

5. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa pembangunan desa 

meliputi beberapa faktor dan berbagai program yang dilaksanakan 

oleh aparat departemen, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat. 

Oleh karena itu pelaksanaannya perlu ada koordinasi dari pemerintah 

baik pusat maupun daerah serta desa sebagai tempat pelaksanaan 

pembangunan agar seluruh program kegiatan tersebut saling 

menunjang dan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, 

sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna. 

Permasalahan di dalam pembangunan perdesaan adalah rendahnya aset 

yang dikuasai masyarakat perdesaan ditambah lagi dengan masih rendahnya akses 

masyarakat perdesaan ke sumber daya ekonomi seperti lahan/tanah, permodalan, 

input produksi, keterampilan dan teknologi, informasi, serta jaringan kerjasama. 

Disisi lain, masih rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana 

perdesaan dan rendahnya kualitas SDM di perdesaan yang sebagian besar 

berketerampilan rendah (low skilled), lemahnya kelembagaan dan organisasi 

berbasis masyarakat, lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan 



 
 
 

28 
 

kawasan perdesaan. 

Sebagai penuntun penyelenggaraan Pembangunan Desa disusun panduan 

penyelenggaraan Pembangunan Desa yang dijabarkan dalam Peraturan Dalam 

Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. 

Berdasarkan pasal 78, tahapan-tahapan dalam pembangunan desa terdiri dari 

perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa, serta 

pengawasan dan pemantauan pembangunan desa. 

Pelaksanaan pembangunan Desa dimulai dengan tahap perencanaan 

pmbangunan Desa. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa 

Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan 

Permusyawartan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan 

dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan 

pembangunan Desa. 

Pemikiran Supeno ini sejalan dengan pendapat Robinson Tarigan (2009) 

yang menyebutkan ada empat elemen dasar perencanaan yaitu: 

a. Perencanaan berarti memilih 

b. Perencanaan merupaan alat mengalokasikan sumber daya, 

c. Perencanaan merupkan alat untuk mencapai tujuan, 

d. Perencanaan berorientasi masa depan 
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Dalam perencanaan pembangunan Desa, selain mempertimbangkan kondisi 

Desa maka Desa harus juga memperhatikan perencanaan pembangunan 

kabupaten kota. Dan dalam penyusunan perencanaan pembangunan sebagaimana 

pendapat para ahli perencanaan harus sifatnya jangka panjang. RPJM Desa yang 

merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 

6 (enam) tahun, artinya bahwa perencanaan pembangunan desa sudah memenuhi 

tujuan yang diharapkan. Dan dalam pelaksanaan operasional di jabarkan dalam 

rencana kerja tahunan dalam bentuk RKP Desa. 

Dari gambaran tersebut menunjukan bahwa Rencana pembangunan 

merupakan inti dari semua proses, dengan perencanaan yang baik diharapkan 

pelaksanaan pembangunan desa dapat terukur dan menjadi lebih baik serta 

bersifat jangka panjang. 

Pembangunan merupakan proses kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan 

dalam meraih masa depan yang lebih baik. Pengertian ini meliputi upaya untuk 

memperbaiki keberdayaan masyarakat, bahkan sejalan dengan era otonomi, 

makna dari konsep hendaknya lebih diperluas menjadi peningkatan keberdayaan 

serta penyertaan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. 

Oleh karenanya bahwa dalam pelaksanaannya harus dilakukan strategi yang 

memandang masyarakat bukan hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek 

pembangunan yang mampu menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya dan 

mengarahkan proses pembangunan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. 

Hal ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang lebih 

diprioritaskan kepada pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat atau 
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peningkatan pendapatan masyarakat desa dan menegakkan citra pemerintah 

daerah dalam pembangunan. 

 

2.2.3. Pengawasan Pembangunan Desa 

Untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan 

rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi 

agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari 

rencana. 

Secara spesifik oleh Stone (dalam Kodoatie,2003), Infrastruktur 

didefenisikan sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan 

oleh agen-agebn publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam pedeiaan air, 

tenaga listrik, pembangunan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan 

similiar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi. 

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, 

pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain 

yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial 

ekonomi (Grigg,1988). 

Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem 

social dan system ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem 

infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas- fasilitas atau struktur-struktur 

dasar, peralatan-peralatan, instalasi- instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan 

untuk berfungsinya system sosial dan sistem ekonomi masyarakat. 

Infrastruktur dapat juga didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang 
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dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi- fungsi 

pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, 

transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan 

ekonomi dan social (kodoatie, 2003). 

1) Kategori Infrastruktur 

Menurut Grigg, ada 6 kategori besar infrastruktur 

a. Kelompok jalan (jalan, jalan raya dan jembatan) 

b. Kelompok pelayanan transportasi (transit, jalan rel, pelabuhan dan 

Bandar udara) 

c. Kelompok air (air bersih, air kotor dan semua sistem perairan 

termasuk irigasi) 

d. Kelompok manejemen limbah (sistem manajemen limbah padat) 

e. Kelompok bangunan dan fasilitas olahraga luar 

f. Kelompok roduksi dan dsitribusi listrik (listrik dan gas) 

 

2) Jenis-jenis infrastruktur 

a. Infrastruktur keras (physical hard infrastructure) 

b. Meliputi jalan raya dan kereta api, bandara, dermaga, pelabuhan 

dan saluran irigasi. 

c. Infrastruktur keras non-fisik (non-physical hard infrastructure) 

d. Berkaitan dengan fungsi fasilitas umum seperti ketersediaan air 

bersih, pasokan listrik, jaringan telekomunikasi. 

e. Infrastruktur lunak 
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Meliputi berbagai nilai (termasuk etos kerja), norma (khususnya  yang telah 

dikembangkan menjadi peraturan hukum dan perundang- undangan). 

Ada lima kebutuhan dasar infrastruktur pedesaan dalam pembangunan 

infrastruktur pedesaan, yaitu : 

1) Jalan Desa 

a. Jaringan jalan lokal primer, yaitu jalan yang menghubungkan antara 

blok-blok lingkungan di wilayah desa dan akses regional dengan pusat 

pemerintahan (baik kecamatan ataupun kabupaten). 

b. Jaringan jalan lokal sekunder, adalah jalan-jalan yang 

menghubungkan antar lingkungan (sub-blok) lainnya dalam suatu 

desa, jalan ini sudah diperkeras baik dengan aspal maupun dengan 

makadam. 

c. Jalan lingkungan, adalah jalan-jalan yang menghubungkan antar 

lingkungan/gang-gang (kampung) dimana pada umumnya 

menghubungkan antar satuan pemukiman atau jalan masuk ke 

masing-masing lingkungan kecil yang ada di wilayah perncanaan. 

 

2) Air Bersih 

Kebutuhan masyarakat akan air bersih yang dapat dikategorikan sebagai 

wilayah pedesaan, memakai pola pengembangan bagi kawassan dengan 

ketentuan dankeuntungan antara lain : 

a. Waktu pendistribusian air dapat diatur dalam waktu tertentu; 
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b. Jaringan pemipaan murah dengan diameter kecil; 

c. Sistem sambungan pada langganan setiap bulan dengan jumlah  tetap; 

d. Sistem operasional secara sederhana dan murah; 

e. Kebutuhan akan tenaga tidak besar. 

 

3) Listrik 

Berdasarkan UU No. 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, menyebutkan 

bahwa tujuan pembangunan ketenagalistrikan adalah untuk menjamin 

ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan 

harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran 

rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang 

berkelanjutan. 

 

4) Rumah 

Perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar, sampai dengan saat ini 

sebagian besar disediakan secara mandiri oleh masyarakat baik membangun 

sendiri maupun sewa kepada pihak lain. Kendala utama yang dihadapi masyarakat 

desa pada umumnya keterjangkauan pembiayaan rumah. 

 

5) Irigasi 

Keberadaan jaringan irigasi sangatlah berpengaruh terhadap hasil panen 

masyarakat, terlebih pada desa dengan sumber mata pencaharian petani. 
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2.3. Tinjauan Tentang Desa 

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti 

tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau 

village yang diartikan sebagai “ a groups of houses or shops in a country area, 

smaller than and town “. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan 

adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah 

Kabupaten. 

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah pewarisan dari 

undang-undang yang lama pernah mengatur desa, yaitu Inlandsche Gemeente 

Ordonantie (IGO) yang berlaku untuk Jawa dan Madura, serta Inlandsche 

Gemeente Ordonantie Buitengewesten (IGOB) yang berlaku untuk diluar Jawa 

dan Madura. Peraturan perundang-undangan ini tidak mengatur secara seragam 

dan kurang memberikan dorongan kepada masyarakatnya untuk tumbuh ke arah 

kemajuan yang dinamis. Akibatnya desa dan pemerintahan desa yang bentuk 

dan susunannya masih beraneka ragam. Masing-masing masih memiliki ciri-

cirinya sendiri yang kadangpula dianggap sebagai hambatan dalam pembinaan 

dan pengendalian yang intensif, guna peningkatan taraf hidup masyarakatnya. 

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan 

Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan pasal 18 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum 

perubahan) menyebutkan bahwa, “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih 

kurang 250 zelfbestturende Landschappen dan Volksgemenschappen”, seperti 
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desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, 

dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan Asli dan oleh 

karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Oleh sebab itu, 

keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan 

hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Selanjutnya, dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa 

telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan 

diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat 

menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan 

pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Secala 

operasional, Undang-Undang Otonomi Daerah mengamanahkan bahwa 

penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk memberikan kewenangan yang 

lebih luas kepada pemerintah daerah dengan maksud untuk lebih meningkatkan 

pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan 

disegala bidang. Desa sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang 

berhubungan langsung dengan masyarakat, tentunya mempunyai hubungan yang 

lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, desa memiliki wewenang untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada 

keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan 

masyarakat. Karena itu, desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, 

dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan demi 

mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. 

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, setelah 
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perubahan UUD 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi 

pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan 

bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan Daerah diatur dalam 

undang-undang. Hal itu berarti, bahwa pasal 18 ayat (7) UUD 1945 membuka 

kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan 

Indonesia. Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan 

tentang Desa, yaitu: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-

Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang 

Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 

tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang 

Desa Praja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang 

Pemerintahan Daerah, Undang- Udndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, dan terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa. Undang-undang itu disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, 

yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan pasal 18B 

ayat(2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan pasal 

18 ayat(7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat 

mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang- 

undangan sektoral yang berkaitan. Bertitik tolak pada semangat reformasi sistem 

pemerintahan desa tersebut, maka struktur kelembagaan dan mekanisme kerja 

disemua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan Desa yang berhubungan 

langsung dengan masyarakat diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan 
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yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi. Pasal 4, Undang- 

Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa pengaturan       desa 

bertujuan : 

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada 

dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 

2. Memberikan penjelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam 

sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan 

bagi seluruh rakyat Indonesia; 

3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; 

4. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat Desa untuk 

pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; 

5. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional efesien dan efektif, 

terbuka, serta bertanggungjawab; 

6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna 

mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; 

7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna 

mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan 

sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional. 

8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi 

kesenjangan pembangunan nasional; dan memperkuat masyarakat Desa 

sebagai subjek pembangunan. 
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Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi 

Desa” menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. 

Pemikiran mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, 

otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. 

Perumusan secara formal desa dalam UU No. 5 Tahun 1979 tentang 

Pemerintahan Desa, dikatakan bahwa Desa adalah suatu wilayah yang ditempati 

oleh sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat termasuk didalamnya 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah 

langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya 

sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Undang-undang No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah 

disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan wilayah masyarakat hukum yang 

memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan asal-usul dan adat setempat yang diakui dalam sistem 

pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pasal 1 ayat 12 menjelaskan 

bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Selanjutnya, dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
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pasal 1 ayat 43 menjelaskan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

 

2.4. Hasil Penelitian Yang Relevan 

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dura (2016) tentang Pengaruh 

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan 

Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi 

Kasus pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten 

Malang). Tujuan penelitian ini adalah Tujuan dari penelitian ini menguji 

pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, 

kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan 

masyarakat. Data diolah dengan analisis regresi berganda dengan melihat 

uji validitas, realibiltas, dan pengujian hipotesis dengan uji F dan uji t. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan 

keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa yang 

telah tertuang dalam UU No.14 tentang Desa. Hambatan dalam 

pelaksanaan good governance pengelolaan keuangan desa yaitu sumber 

daya manusia yang ada di pemerintahan desa yang tidak cakap. 
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2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Munti dan Fadlevi (2017) 

tentang Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada 

Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh. Untuk melakukan 

Deteminasi terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada 

Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh. Alat analisis data yang 

digunakan dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif. Narasumber 

dalam penelitian ini terdiri dari beberapa narasumber antara lain Kepala 

Desa, Tim Pengelola ADD Desa Sidogedungbatu, Wakil Ketua BPD 

(Badan Permusyawaratan Desa) dan Perwakilan Masyarakat. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa di Desa Sidogedungbatu 

Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik telah melaksanakan prinsip-

prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun 

anggaran 2013. Secara umum trasparansi dan akuntabilitas di Desa 

Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik sudah 

berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang 

masih yang mengemuka, peraturan tersebut tidak memberikan sanksi 

terhadap dearah yang tidak menyalurkan ADD. Bila suatu daerah merasa 

belum mampu untuk menganggarkan ADD pemerintah provinsi maupun 

pusat tidak bisa melakukan tindakan (sanksi). Hasil regresi sederhana 

menunjukkan adanya pengaruh yang negatif antara ADD terhadap 

tingkat kemiskinan, demkian juga hasil simulasi ADD minal 10% 

terhadap terhadap kemiskinan pun menunjukkan hubungan yang negatif. 
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Umami et al., (2017) Pengaruh 

Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Transparansi 

Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Alat analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear sederhana. 

Dari hasil analisis pengolahan data bahwa thitung > tabel (5,494 > 2,017) 

sehingga H1 diterima, maka berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan 

bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. 

Hal ini dikarenakan pemerintah desa telah berupaya melaksanakan 

prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangannya, diantaranya 

prinsip tersebut dilaksanakan dengan adanya sosialisasi kepada 

masyarakat setiap pencairan dana dari pendapatan transfer, pemasangan 

baliho tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (LPJRAPBDesa). 

4. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmawati (2015) tentang 

Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 

Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Delapan Desa di Kabupaten 

Sleman). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan desa 

dalam implementasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

khususnya dalam hal APBDesa apabila dilihat dari perencanaan 

APBDesa, pelaporan dan pertanggungjawaban   APBDesa,   akuntabilitas   

finansial,   dan   pengawasan APBDesa. Sampel dalam penelitian ini 

adalah delapan desa di Kabupaten Sleman, yaitu desa Girikerto, 
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Wonokerto, Donokerto, Bangunkerto, Jogotirto, Kalitirto, Tegaltirto, dan 

Sendangtirto. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

dari delapan desa yang menjadi sampel telah siap dalam implementasi 

penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya dalam hal 

APBDesa. Namun desa belum sepenuhnya siap karena masih ada 

kendala dalam implementasi UU Desa. Faktor utama yang menjadi 

penghambat adalah keterbatasan waktu dalam persiapan administrasi dan 

pemahaman isi Undang- Undang sebagai dasar aturan. Faktor lainnya 

adalah sumber daya manusia (SDM) yang kurang mendukung. 

 

2.5. Kerangka Pikir  

Sebagai wujud implementasi dari undang-undang tentang pemenrintahan 

Daerah maka undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 

menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 

nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
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Regulasi tersebut hadir untuk memperkuat Desa dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. Aturan tersebut sangat jelas agar Desa mampu mengatur dan 

mengurus rumah tangganya sendiri tanpa ada campur tangan lain dari pemerintah 

Daerah dan Provinsi. 

Pembangunan Desa melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan lebih jelasnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. 

 

Bagan 2.1 

Alur Pikir Penelitian 

Sumber: Peneliti, 2022 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 
Pembangunan Infrastruktur Desa. 

2. Faktor Penghambat. 
a. Belum Maksimalnya 

Pengawasan 
b. Cuaca dan Medan 
c. Harga Bahan Material 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 
Pembangunan Infrastruktur Desa. 

1. Faktor Pendukung. 
a. Dana 
b. Partisipasi masyarakat 
c. Regulasi 

Pelaksanaan Pembangunan 
Infrastruktur desa 

1. Perencanaan 
2. Pelaksanaan 
3. Pemantauan dan 

pengawasan 

 
PEMERINTAH DESA 

Faktor-Faktor Yang Me
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2.5. Pertanyaan Penelitian 

Adapun pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana perencanaan pembangunan di Desa Sape? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembangunan di Desa Sape? 

3. Apa saja factor pendukung dalam pembangunan di Desa Sape? 

4. Apa saja factor penghambat dalam pembangunan di Desa Sape? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


